GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

Menimbang bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
dan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Jambi, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas

dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Jambi dalam Peraturan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I
Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor
19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcm'baran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomorl114);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi ( Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG  KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat

daerah  sebagai unsur penyelenggara urusan
pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Gubernur Jambi.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Jambi.
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Dinns Lingkungan Hidup yang, selanjutnyn |dininp,l'mt
Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jambi.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang m:lapjumyu (lim':hul
UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Jambi.

Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Jambi.

Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Jambi.

Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama setara eselon Ila dan IIb, Jabatan
Administrator setara eselon Illa dan Illb dan Jabatan
Pengawas setara eselon IVa dan IVb.

Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang dan
hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan
tertentu serta bersifat mandiri.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
sebagai Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau

tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan .

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD
Provinsi.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya
dibebankan pada APBD Provinsi.

Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan
upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas
dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas,
fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi
penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan,
pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir,
mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja,

penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan
perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGEH]

Pannl 2

(1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepnda
Gubernur melalui sekretaris daerah,

(2) Dinas dipimpin oleh kepala dinas.

Pasal 3

Dinas Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
dacrah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Dinas Lingkungan Hidup Daerah menyelenggarakan
fungsi;

a. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di
penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara
berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam
dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah
aliran sungai, peningkatan fungsi  lingkungan,
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan,
pengendalian  perubahan iklim, serta penurunan

gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang
lingkungan hidup;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan bidang
lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan
konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya,
peningkatan daya dukung daerah aliran sungai,
peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian
perubahan iklim, serta penurunan gangguan, ancaman
dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup;

c. pengkoordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
di bidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan
pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan
sampah, bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah
bahan berbahaya dan beracun (LB3); pengelolaan
keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim,
pengendalian kerusakan pada hutan, lahan, ekosistem

perairan darat, ekosistem pesisir dan laut serta
kerusakan ekosistem gambut;

d. pemantauan,pengawasan dan pembinaan pengendalian
pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan
serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan
beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun,
pengelolaan keanekaragaman hayati, pengendalian
perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada hutan,
lahan, ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir dan
laut serta kerusakan ekosistem gambut;
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e. pengkoordinasian  dan  Sinkronisasi program  kegiatan
pada  sekretarint, bidang dan  kelompok  jabatan
fungsional serta UPTD;

f. penyusunan perencannan dan pelaksanaan bidang

lingkungan hidup;
g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
di bidang lingkungan hidup;
h. penyajian data dan informasi kualitas lingkungan secrta |
penaatan hukum lingkungan dan pemberdayaan
masyarakat;
pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan per_lyuluhan
dan pengembangan sumber daya manusia .serta
pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah
di daerah bidang lingkungan hidup;
pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menj'adg |
tanggung jawab dinas lingkungan hidup provinsi |
jambi;dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai
dengan tugas dan fungsinya

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi dinas terdiri dari

a. kepala;
b. sekretariat, terdiri dari :
1. subbagian umum dan kepegawaian; dan

2. subbagian program dan keuangan ;

c. bidang tata lingkungan, terdiri dari:
1. seksi inventarisasi lingkungan hidup;
2. seksi perubahan iklim dan perencanaan ekonomi

lingkungan; dan
3. seksi kajian dampak lingkungan.

d. bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan, terdiri dari:
1. seksi pengendalian pencemaran,
2. seksi pengendalian kerusakan; dan
3. seksi pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;

e. bidang penaatan lingkungan, terdiri dari:
1. seksi pengaduan,;
2. seksi pengawasan; dan
3. seksi penegakan hukum lingkungan;
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£ unit pelayanan teknis dinas (UPTD); dan
B Kelompok jabatan fungsional,

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sckretaris yang berada
dibawah dan bertanggung jawah kepada kepala dinas.
(3) Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala
dinas.

(4) Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang kepala
subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada sekretaris.

(5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
kepala seksi.

Bagian Kedua
Tugas Dan Fungsi |
Paragraf 1 |
Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka
melaksanakan penyusunan rencana program pengelolaan
urusan tata usaha, tata laksana keuangan, kepegawaian,
data dan informasi dan pengelolaan barang milik Daerah
pada lingkup badan lingkungan hidup daerah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasi kegiatan dinas lingkungan hidup provinsi
jambi;

b. pengkoordinasi dan penyusunan rencana, program dan
anggaran dinas lingkungan hidup provinsi jambi;

c. pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan
administrasi yang meliputi tatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi
dinas lingkungan hidup daerah provinsi jambi;

d. pengelolaan barang milik /kekayaan daerah dan layanan
pengadaan barang /jasa pemerintah daerah;

e. pengelolaan  pemberitaan, publikasi,  hubungan
masyarakat serta penyajian dan pelayanan informasi
publik;dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal B

Subbagian Umum dan  Kepegawaian mempunyai tugas
membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan urusan
pengelolaan kelatausahaan, kepegawaian, l«:run'mhl‘nngg:mr'),
urusan tata usaha, rumah tangga, pengelolaan barang milik
daerah, arsip, data, dokumentasi dan publikasi h:crl_a
pelayanan informasi publik pada dinas lingkungan hidup

daerah provinsi jambi.
Pasal 9

aimana dimaksud dalam

Untuk melaksanakan tugas sebag :
Kepegawaian

Pasal 8, Subbagian Umum dan
menyelenggarakan fungsi:

regulasi dalam perencanaarn, pengembangan

a. penyusunan .
gaan dinas;

dan pengelolaan pegawai serta kelemba
b. pelaksanaan fasilitasi dalam pembinaan, pengembangan
dan pengelolaan pegawai serta kelembagaan dinas;

c. pelaksanaan administrasi dalam pengelolaan
kepegawaian dan administrasi umum meliputi surat
menyurat, penyiapan arsip dan dokumentasi dinas
lingkungan hidup;

d. penyiapan penetapan pembinaan dan pengelolaan
kepegawaian dinas lingkungan hidup

e. pengelolaan barang milik / kekayaan daerah dan layanan
pengadaan barang / jasa pemerintah daerah

f. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga,
peralatan dan perlengkapan;
g. pengelolaan pemberitaan, publikasi, hubungan

masyarakat serta penyajian dan pelayanan informasi
publik serta pemeliharaan jaringan data;

h. penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis
beban kerja;

i. pelaksanaan teknis peningkatan kapasitas
pengembangan jabatan fungsional ;dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas
membantu sekretariat dalam rangka menyiapkan dan
menyusun anggaran serta melakukan penyusunan program
bidang lingkungan hidup, melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan  kegiatan  program,
pengelolaan administrasi keuangan.
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Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10,  Subbagian  Program  dan  Keuangan
menyelenggarakan fungsi:

a, pelaksanaan pengkoordinasian, penyusunan, penyiapan
dan pengelolaan bahan rencana, program dan anggaran
dinas lingkungan hidup provinsi jambi;

b, pelaksanaan adminstrasi, keuangan, perjalanan dinas
dan pengelolaan kas serta gaji pegawai,

¢. pelaksanaan sistem akuntasi dan penyusunan laporan
keuangan,

d. pelaksanaan verifikasi bukti-bukti pengelolaan untuk
pertanggung jawaban keuangan,

e, penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja
dan anggaran biaya;

f. pengadaan  monitoring dan  evaluasi  terhadap
pelaksanaan program kegiatan;

g. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan;

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Bidang Tata Lingkungan
Pasal 12

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas membantu Dinas
dalam rangka menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis
dan koordinasi pelaksanaan dibidang inventarisasi
lingkungan hidup, KLHS dan perencanaan ekonomi
lingkungan dan kajian dampak lingkungan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan program / kegiatan koordinasi,
fasilitasi, pembinaan teknis, inventarisasi lingkungan
hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati, KLHS dan
perencanaan ekonomi lingkungan dan kajian dampak

lingkungan;
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b. pelaksanaan perencanaan perlindungan dibidang tata
lingkungan meliputi penyusunan RPPLHD, evaluasi
pemanfaatan dan pencadangan sumbc;r daya alamZ
evaluasi pengembangan perangkat kebijakan, cvgluasn
penerapan perencanaan lingkungan, rumusan kebijakan
KLHS, DDDT, ekonomi lingkungan, pengembangan dan
pengkajian dampak lingkungan, audit lingkur}gan dar}
penetapan masyarakat hukum adat serta kearifan loka
dan kajian dampak lingkungan;

¢. pengevaluasi pelaksanaan perencanaan perlmdungelljn
dibidang tata lingkungan meliputi penyusunan RPPLHD,
evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber“ daya
alam, evaluasi pengembangan perangkat kebijakan,
evaluasi penerapan perencanaan lingkupgan', rumusan
kebijakan ~ KLHS, DDDT, ekonomi lfngkungan,
pengembangan dan pengkajian dampak lingkungan,
audit lingkungan dan penetapan masyarakat hukum adat
serta kearifan lokal;

d. pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan
di bidang konservasi lingkungan meliputi, pengembangan
perangkat mitigasi perubahan iklim, pelaksanaan
inventarisasi emisi gas rumah kaca atau aksi daerah gas
rumah kaca (RAD GRK), penetapan status dan tingkat

emisi gas rumah kaca, pengendalian bahan perusak
ozon;

e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang tata
lingkungan;dan

B T o s

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Seksi Inventarisasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas
membantu Bidang dalam rangka melaksanakan inventarisasi
daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan
lingkungan hidup, ekoregion dan rencana perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH).

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14, Seksi Inventarisasi Lingkungan  Hidup
menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan daya dukung
dan daya tampung lingkungan;

b. pelaksanaan analisa rencana perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) dan daya dukung
daya tampung (DDDT) lingkungan;

¢. pelaksanaan analisis dan kajian ekoregion ekosistem
provinsi jambi;
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d. pelaksanaan persiapan penyusunan analisa kajian
lingkungan hidup strategis (KLHS); dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Seksi Perubahan Jklim dan Perencanaan Ekonomi
Lingkungan mempunyai tugas membantu bidang dalam
rangka menyusun dan menganalisa bahan  ekonomi
lingkungan dan perubahan iklim.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarq
Pasal 16, Seksi Perubahan Iklim dan Perencanaan Ekonomi
Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

a. penginventarisir dan menganalisa teknik dan pendekatan
dalam memperkirakan nilai dampak lingkungan untuk
konsep kuantifikasi nilai lingkungan;

b. penyusunan PDRB hijau dan anggaran berbasis
lingkungan;

c. penyusunan mekanisme kompensasi / imbal jasa
lingkungan hidup;

d. pelaksanaan bimtek valuasi ekonomi lingkungan;

e. pelaksanaan  pengembangan  perangkat ekonomi
lingkungan;

f. pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan
di bidang konservasi lingkungan meliputi, pengembangan
perangkat mitigasi perubahan iklim, pelaksanaan
inventarisasi emisi gas rumah kaca atau aksi daerah gas
rumah kaca (RAD GRK), penetapan status dan tingkat
emisi gas rumah kaca, dan bahan perusak ozon;

g. pelaksanaan analisis dan kajian ekoregion ekosistem dan
keanekaragaman hayati provinsi jambi,

h. pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan di bidang
lingkungan hidup (kalpataru, adiwiyata);dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Seksi  Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas
membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan
rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan
dibidang kajian dampak lingkungan dan penetapan
masyarakat hukum adat serta kearifan lokal.

Scanned by CamScanner



1"

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18, Seksi Kajian ~ Dampak Lingkungan

menyelenggarakan fungsi

umusan kebijakan dan bahan

a. penyiapan bahan per
ataan

koordinasi dibidang penyusunan rencana  pen
lingkungan;

b. pelaksanaan penilaian dokumen amdal,
lingkungan hidup dan audit lingkungan;

c. pelaksanaan pemeriksaan dokumen UKL-UPL
kabupaten/kota;

d. pelaksanaan verifikasi kondisi lapangan lokasi rencana
kegiatan;

e. pengevaluasian pemanfaatan dan pencadangan sumber
daya alam, evaluasi pemanfaatan pencadangan sumber
daya alam, evaluasi perangkat kebijakan, evaluasi

penerapan perencanaan lingkungan, pengembangan dan
pengkajian dampak lingkung dan audit lingkungan;

f. pembinaan teknis dalam rangka implementasi izin
lingkungan/RKL-RPL;

g pgmbinaan teknis terhadap kinerja instansi lingkungan
h1d1:1p dalam pemeriksaan UKL-UPL dan kinerja komisi
penilai amdal kabupaten/kota;

h. pelaksanaan verifikasi terhadap permohonan
rekomendasi lisensi komisi penilai AMDAL kab/kota;

i. penetapan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal
serta melaksanakan bimbingan teknis dan peningkatan
kapasitas dan promosi masyarakat hukum adat; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

analisis resiko

lintas

Paragraf 3

Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan
Lingkungan

Pasal 20

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan mempunyai tugas membantu Dinas dalam
rangka merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang
pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta

pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3.

Pasal 21
aksud dalam

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dim
Kerusakan

Pasal 20, Bidang Pengendalian Pencemaran,
Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

bahan program/ kegiatan koordina}si,
fasilitasi,pembinaan teknis  bidang pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan

sampah, B3 dan limbah B3;

a. penyusunan
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b, pelaksanaan pengendalian pencemaran dar lu-rmmllm;a
lingkungan serta pengelolnan sampah, B3 dan lmbah
13,

¢, pengevaluasian peny
lingkungan serta pengelolaan gampah,
B3,

d. pelaksanaan  pemberdayaan L
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan,

endalian pencemaran dan lu'ru’rmmm
(33 dan limbah

masyarakat i bidang

0. Pelaksannan fungsi teknis  di - bidang pengendalinn
i mnpe i neemaran
kerusakan  lingkungan, — pengendalian pencen
lingkungan, serta pengelolaan persampahan;dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Seksi Pengendalian Pencemaran  Lingkungan mempunyail
tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan
perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan di bidang

pengendalian pencemaran lingkungan,

Pasal 23
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22, Scksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan di
bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
b. penyiapan bahan perumusan penetapan baku mutu
limbah cair provinsi jambi;

c. pelaksanaan pembinaan teknis pengelolaan limbah cair,
limbah padat, emisi dan kualitas udara ambient yang

bersumber dari kegiatan atau usaha;

d. pelaksanaan pengelolaan kualitas udara ambient dan
emisi provinsi jambi;

e. pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap hasil
pemantauan limbah cair, limbah padat, emisi dan
kualitas udara ambient;

f. pelaksanaan fungsi teknis pengendalian pencemaran

lingkungan melalui pemantauan kualitas lingkungan;

penyusunan laporan  tahunan tentang tingkat
pencemaran lingkungan provinsi jambi; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Seksi Pengendalian Kerusakan mempunyai tugas membantu
bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang

pengendalian kerusakan lingkungan.

Scanned by CamScanner



K

Pasnl 25

ichagair imaksud dalam
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimal

| us nyelenggarakan
Pasal 24, Seksi Pengendalian Kerusakan menyelengg;

fungsi; |
pelaksanaan kegiatan

a. penyiapan bahan koordinasi y
bidang pengendalian kerusakan lingkungan;

netapi ku mutu
b. penyiapan bahan perumusan penctapan  ba

kerusakan lingkungan pl()VlllSl_]ﬂl’le :

i i ¢ erusakan
¢. pelaksanaan pembinaan teknis terhadap Kk ¢

lingkungan akibat kegiatan atau usaha;
i ¢ ; han
d. penganalisaan tingkat kcrusgkan pad_a. lzlutarlll,ulag”m,
ckosistem perairan darat, ckosistem pesisir dan laut s¢
kerusakan ckosistem gambut;

fungsi teknis pengendalian kerusakan

e. pelaksanaan enesgElaTEan

lingkungan meliputi pencegahan dan
kerusakan lingkungan;

f. penyusunan laporan tahunan tentang tingkat kerusakan
lingkungan provinsi jambi; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Seksi Pengelolaan Sampah B3 dan Limbah B3 mempunyai
tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah B3
dan limbah B3.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26, Seksi Pengelolaan Sampah B3 dan Limbah B3

menyelenggarakan fungsi;

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
Pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;

b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di
bidang Pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;

c. pelaksanaan fungsi teknis melalui pemantauan dan
pembinaan  pada  bidang pengelolaan  sampah
(pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan sampah serta
pengelolaan lingkungan perkotaan), B3 dan limbah B3;

d. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pelaporan Seksi
Pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;

e. pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan di bidang
lingkungan hidup (kota bersih/adipura); dan
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f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
seauni dengan bidang tugasnya.
Paragraf 4
Bidang Penaatan Lingkungan
Pasal 28

n mempunyai tugas membgntq
kan bahan kebijakan teknis di

Bidang Penaatan Lingkunga
dan penegakan hukum

dinas dalam rangka menyiap
bidang pengaduan, pengawasan

lingkungan.

Pasal 29
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28, Bidang Penaatan Lingkungan menyelenggarakan
fungsi :

a. penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi,
fasilitasi, pembinaan teknis bidang pengaduan,
pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
pelaksanaan pengaduan, pengawasan dan penegakan

hukum lingkungan,;
c. pengevaluasian pelaksanaan bidang pengaduan,
pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
d. pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup bidang penaatan hukum lingkungan,;
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang

e.
penaatan lingkungan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

f.
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

Seksi Pengaduan mempunyai tugas membantu bidang dalam

rangka menyiapkan bahan rumusan kebijakan koordinasi
bidang pengaduan kasus

pelaksanaan kebijakan di
lingkungan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30, Seksi Pengaduan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penerimaan pengaduan, pelaporan, telah

kasus lingkungan,;
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b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang
pengaduan lingkungan,;

c. pelaksanaan fungsi teknis dibidang
lingkungan hidup;

d. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pelaporan dalam
penetapan status pengaduan lingkungan hidup;

pengaduan

uan
e. pelaksanaan pembinaan terhadap posS pengad
kabupaten/kota; o
f. pengevaluasian dan penyusunan Japoran pelaksan
i duan; dan
- rikan oleh atasan

g. pelaksanaan fungsi lain yang dibe
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

; i membantu bidang
Seksi Pengawasan mempunyal tugasrumusan Kebijakan

dalam rangka menyiapkan bahan ru
koordinasi ie]aksanaan kebijakan di bidang pengawasan

lingkungan.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuq dalam
Pasal 32, Seksi Pengawasan menyelenggarakan fungst :

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan
lingkungan hidup;

b. penyiapan koordinasi di bidang pengawasan lingkungan

hidup;

pelaksanaan fungsi teknis pengawasan dalam rangka

penaatan terhadap izin lingkungan, izin perlindungan

pengelolaan lingkungan hidup (PLLH);
d. pelaksanaan koordinasi hasil pengawasan dengan
instansi / unit terkait;
pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan
seksi pengawasan;dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas
membantu bidang dalam rangka melaksanakan menyiapkan
bahan rumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan
kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan.

Scanned by CamScanner



16

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagai

Pasal 34, Seksi Penegakan
menyelenggarakan fungsi;

a. penyiapan bahan perumusan
penegakan hukum lingkungan;

mana dimaksud dalam
Hukum

Lingkungan

kebijakan di bidang

b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan
di bidang penegakan hukum lingkungan,

¢. pelaksanaan fungsi teknis di
administratif, penyelesaian seng

d. pelaksanaan fungsi teknis

pemenuhan penerapan sanksi admi

e. penyiapan bahan Kkoordinasi pelaksanaan p :
bahan yidikan, terhadap tindak

bahan dan keterangan, pen
pidana lingkungan;

f. pengevaluasian dan penyusunan ]Japoran

seksi penegakan hukum;dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang
sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

pengawasarn
nistratif;

bidang penerapan sanksi
keta lingkungan hidup;

terhadap

engumpulan

pelaksanaan

diberikan oleh atasan

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 36

(1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang,

dibentuk UPTD.

pada dinas dapat

(2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 37

Jumla}h, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan
fungsi UPTD ditetapkan dalam peraturan gubernur.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 38
(1) Kelompok  jabatan fungsional

mempunyai  tugas

melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya

masing-masing.

(2) Kelompok jabatax? fungsional dapat di bagi-bagi dalam sub
kelompok sesuai depgan kebutuhan dan keahliannya
masing-masing dan di koordinasikan oleh seorang tenaga

fungsional senior.
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(‘}l) ,“i“l)ut ' I
L l,,] 4 .
n” (¢

berta

’ ppung

pung jawab langsung kepada kepala badan.
hcrd:m:trlmn

(4) Keb
butu { '
sifat .lh,"n jabatan fungsional ditentukan
, Jenis dan beban kerja.
sional dilakuk

(5) Pembing
q wan terhadap tenaga fung
lengan ketentuan yang peraturan pcrun(lang-und

an gesual
angan.

BAB IV
TATA KERJA
asal 39

akan tugas pokok dan fungsinya, kepala
kepala sub bagian, kepala

dinas, sekretaris, kepala bidang, 3 ”
seksi dan kelompokK jabatan fungsional u{ajlb_ mefjefzpl an
prinsip Kkoordinasi, in i inkronisasl aik dalam

organisasl

lingkungan masing-masing maupun antar satuan Of _
di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain dl{uar
pokoknya masing-

pemcrintah daerah sesuai denga

(1) Dalam melaksan

masing.
(2) Setiap pcmimpin satuan organisasi wajib mquawasi pegawal
ASN dibawahannya dan bila terjadi penylmparlgan agar
mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab
pawahan masing-masing dan
anaan

memimpin dan mengkoordinasi '
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaks
tugas bawahannya.

(3

~

mengikuti dan

sasi wajib
da atasannya

(4) Setiap pemimpin satuan organi

mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pa

masing-masing serta menyampaikan laporan perkala tepat
waktu.

(5) Setiap lJaporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk kepada pawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.

BAB V

PENGISIAN J ABATAN
Pasal 40

kepala bidang, kepala subbagian

an diberhentikan dalam jabatan

Kepala dinas, sekretaris,
aturan

dan kepala seksi diangkat d
oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan per

perundang - undangan.
(2) Perangkat daerah diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

(1)
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(3) Pegawai
J) Pegawai ASN
: » yﬂnp me '
iabatan Jang menduduki jabatan pimpi —
. ’ n
DerangkmE:;lq‘:,f?];sm"o" dan iffbata; Sfr?,f’;irﬁ'l lil;r;%‘z
-daerah wajib memenuhi e afarifl
: *menuhi persyarat: etensi;
a. teknis: pergyaratan komp

b. manajerial; dan
C. sosial kultural,

4 .
4 Eﬁmr;etensll teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
rul-a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan,
pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara
teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
ana dimaksud pada ayat (3)
dikan, pelatihan struktural

kepemimpinarn.

(5) Kompetensi manajerial sebagaim
huruf b diukur dari tingkat pendi
atau manajemen dan pengalaman

(6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dim

ayat (3) huruf ¢ diukur dari pengalaman kerj
dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan

budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

(7) Selain memenubhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan Perangkat
Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

(8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 41
(1) Kepala dinas merupakan jabatan eselon lla atau jabatan
pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris dinas dan kepala bidang merupakan jabatan
eselon Illa atau jabatan administrator.
(3) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan
eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 42

dinas sebagaimana tercantum pada

Struktur organisasi
akan Dbagian tidak terpisahkan dari

lampiran yang merup
Peraturan Gubernur ini.
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BAB v
KE TENTUAN PENUTUP

Fl;ada saat perag Pasal 43
asal 78 p aturan guber
asal 7 nur ini mul
%, Pasa1 85, p % Pasal 80, Paga] 81, Paz]albgf;la}i{:salk;;m;um}
asa

P Pasal
Pasal 91, Pasal 92, ?36 Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90,
eraturan GUbem asal 93, Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96
gas pokok danuz Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian
is dacrahy p ungsi Inspektorat, Bappeda dan lembaga
ahun 2008 rovinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jam%:n
omor 31) beserta perubahannya dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.
. Pasal 44
€raturan G ini i
5017 ubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari

Agar

pEn dsetlap orang  mengetahuinya, memerintahkan

. gundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
am Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal® Desember 2016

‘L,, —

ER\UR JAMBI,

/f’\ //
V/

7

\\ H ZUVH ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 23 Desember 2016

ETARIS DAERAH PROVINSI JAMBY,
), “U!f/\

\/
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NOMOR G2 TABUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGHS
DAN  FUNGSI  8ERTA TATA

KERJA
DINAS LINGKUNGANK HIDUF

PROVINSI JAMEL

STRUK
TUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL T —1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PROGRAM DAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN
' DANG ' «
BI
PENGENDALIAN ~IDANG PENAATANY
BIDANG TATA PENCEMARAN LINGKUNGAN
LINGKUNGAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN
SEKSI INVENTARISASI SEKSI
- LINGKUNGAN HIDUP | PENGENDALIAN - SEKSI PENGADUAN
PENCEMARAN
SEKSI PERUBAHAN L)
PENGENDALIAN
- IKLIM DAN - KERUSAKAN | SEKSI PENGAWASAN
PERENCANAAN
EKONOMI LINGKUNGAN
SEKSI
SEKSI KAJIAN DAMPAK Pgm‘i}kg%N L SEKSI PENEGAKAN
o LINGKUNGAN DAN LIMBAH HUKUM LINGKUNGAN
B3
-, ~GUBERNUR JAMBI,
£ "; b ,../' .-«' N | -
UPTD NI A —

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI
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